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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan

hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau

menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha

Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi

atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap

pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian

hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian

piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang

mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan

yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam

menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum

publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada

perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan

penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate

governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan

urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian,

kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan

terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN

dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and

private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and /

or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The

research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the

BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology

implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm

shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK)

Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good

corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or

determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the
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application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the

MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out

based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts

for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition

for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of

checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of

SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders.


